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ABSTRAK  

  

TANDA TANGAN DIGITAL  

SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN DATA PRIBADI  

Oleh  

NAUFAL GHOZI ALKATRI  

  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dapat 
mengubah sikap dan perilaku manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. 

Pelindungan data pribadi termasuk pelindungan terhadap tanda tangan digital 
merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. 
Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan suatu keharusan 

karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional.   

Rumusan masalah terkait penelitian ini adalah tentang pengaturan hukum tanda 

tangan digital beserta potensi hambatannya sebagai upaya pelindungan data pribadi 
yang dalam kajiannya digunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pokok 

kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku 
dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian ini 

berfokus pada asas-asas, doktrin hukum, sistematik hukum, dan sejarah hukum.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hukum mengenai 
penerapan tanda tangan digital sebagai upaya pelindungan data pribadi di Indonesia 

sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan 
Data Pribadi dan peraturan lainnya terkait sertifikasi tanda tangan digital dimana 

pelindungan data pribadi dengan tanda tangan digital yang telah tersertifikasi 
memberikan keabsahan sebagai privat key dan akhirnya memiliki kekuatan hukum 
yang sah dalam melakukan hubungan perdata sebagai subyek hukum di era digital. 

Potensi hambatan dalam perkembangan tanda tangan digital di Indonesia terletak 
pada masalah dan isu kebocoran data pribadi, keabsahan dalam berkontrak hingga 

legalitas tanda tangan digital sebagai bukti di pengadilan ketika terjadi sengketa.  

  

Kata kunci : Pelindungan data pribadi, Tanda tangan digital, UndangUndang 

Pelindungan Data Pribadi  
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MOTTO  

 

                    Life as if you were to die tomorrow.                                           

Learn as if you were to live forever.  

( Mahatma Gandhi )  

  

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika  

kamu beriman.”  

( Q.S. Ali ‘Imran : 139 )  
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 I.  PENDAHULUAN  

  

A.  Latar Belakang  

Perkembangani teknologii informasii dani komunikasii yangi melajui dengani pesati 

telahi menimbulkani berbagaii peluangi dani tantangan.i Teknologii informasii 

memungkinkani manusiai untuki salingi terhubungi tanpai mengenali batasi wilayahi 

negarai sehinggai hali inii merupakani salahi satui faktori pendorongi globalisasi.i 

Berbagaii sektori kehidupani telahi memanfaatkani sistemi teknologii informasi,i sepertii 

penyelenggaraani e-commercei dalami sektori perdagangani ataui bisnis,i sertai 

teknologii informasii yangi dimanfaatkani dalami bidangi lainnya.i Pemanfaatani 

teknologii informasii tersebuti mengakibatkani datai pribadii seseorangi sangati mudahi 

untuki dikumpulkani dani dipindahkani darii satui pihaki kei pihaki laini tanpai 

sepengetahuani subjeki datai pribadii sehinggai mengancami haki konstitusionali subjeki 

datai pribadi.i  

Pelindungani data pribadi masuk ke dalam pelindungan hak asasi manusia. Dengan 

demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan 

dan pelindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu undang-undang tentang 

pelindungan data pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi 

karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan 

internasional Indonesia turut menuntut adanya pelindungan data pribadi. 

Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi 

yang bersifat transnasional.  

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 

28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 

atas rasa aman dan pelindungani darii ancamani ketakutani untuki berbuati ataui tidaki 

berbuati sesuatui yangi merupakani haki asasi”.i Persoalani pelindungani datai pribadii 

munculi karenai keprihatinani akani pelanggarani terhadapi datai pribadii yangi dapati 
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dialamii olehi orangi ataui badani hukum.i Pelanggarani tersebuti dapati menimbulkani 

kerugiani materili dani nonmateril.i  

Perumusani aturani tentangi pelindungani datai pribadii dapati dipahamii karenai adanyai 

kebutuhani untuki melindungii haki individui dii dalami masyarakati sehubungani 

dengani pemrosesani datai pribadii baiki dilakukani secarai elektroniki maupuni 

nonelektroniki menggunakani perangkati olahi data.i Pelindungani yangi memadaii atasi 

datai pribadii akani mampui memberikani kepercayaani masyarakati untuki 

menyediakani datai pribadii gunai berbagaii kepentingani masyarakati yangi lebihi besari 

tanpai disalahgunakani ataui melanggari haki pribadinya.i Dengani demikian,i 

pengaturani inii akani menciptakani keseimbangani antarai haki individui dani 

masyarakati yangi diwakilii kepentingannyai olehi negara.i Pengaturani tentangi 

pelindungani datai pribadii inii akani memberikani kontribusii yangi besari terhadapi 

terciptanyai ketertibani dani kemajuani dalami masyarakati tentangi informasi.i  

Perkembangani teknologii informasii dani komunikasii yangi demikiani pesati dapati 

mengubahi sikapi dani perilakui manusiai dalami berkomunikasii dani berinteraksi.i 

Perkembangani  tekonologii  informasii  dapati  meningkatkani  kinerjai 

 dani memungkinkani berbagaii kegiatani dapati dilaksanakani dengani cepat,i tepat,i dani 

akurat.i Dalami perkembangani tersebuti berbagaii jenisi kegiatani berbasisi teknologii 

bermunculan,i sepertii e-commerce,i e-government,i e-medicine,i e-education,i dani 

berbagaii sektori lainnya.i  

Pelindungani datai pribadii seseorangi dii Indonesiai masihi dikategorikani lemah.i Hali 

tersebuti diperjelasi bahwai terdapati banyaknyai kasusi kebocorani datai pribadii yangi 

terjadii hanyai untuki kepentingani bisnis.i Dii sektori komunikasi,i telahi didugai 

terjadinyai kebocorani datai registrasii simi cardi miliki Kementeriani Komunikasii dani 

Informatika.i Datai tersebuti diklaimi sebagaii registrasii simi cardi nomori ponsel.i Datai 

yangi disajikani antarai laini Nomori Induki Kependudukani (NIK),i dani jugai nomori 

ponseli pengguna.i Selaini itu,i terdapati jugai kasusi kebocorani 18,5i jutai datai 

penggunai BPJSi Ketenagakerjaani yangi dijuali dii situsi ilegal.i Datai tersebuti terdirii 

darii Nomori Induki Kependudukani (NIK),i namai lengkap,i tanggali lahir,i alamat,i 

nomori ponsel,i alamati email,i jenisi pekerjaan,i dani namai perusahaan.i  

i  
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Kebocorani datai pribadii jugai dialamii olehi mantani Menterii Komunikasii dani 

Informatikai (Menkominfo),i Johnnyi Geraldi Platei yangi telahi diretasi dani jugai 

disebarkan.i Identitasi miliki mantani Menkominfo,i Johnnyi G.i Platei diretasi dani 

disebarkani olehi seorangi hacker.i Hackeri tersebuti melakukani aksii peretasani datai 

pribadii lalui menyebarkani semuai datai dalami bentuki gambari melaluii aplikasi.i Iai 

mengunduhi sebuahi fotoi berisikani informasi-informasii pribadii miliki Johnnyi G.i  

Platei dengani ucapani “happyi birthday”.i Yangi diketahuii bahwai padai harii itui 

merupakani harii ulangi tahuni beliau.i Datai yangi disebari olehi hackeri berupai nomori 

ponsel,i namai lengkap,i jenisi kelamin,i nomori induki kependudukan,i nomori kartui 

keluarga,i alamati tanggali lahir,i dani lain-lain.1i  

Datai pribadii mengenaii namai lengkap,i email,i akuni mediai sosiali bahkani nomori 

rekeningi diperlukani olehi berbagaii layanani aplikasii dengani beralasani untuki 

memastikani keabsahani pengguna.i Akani tetapi,i tidaki adai jaminani bahwai suatui datai 

pribadii terhindari darii penyalahgunaan.i Namai pengguna,i Nomori Induki 

Kependudukani (NIK),i alamat,i dani nomori ponseli dapati digunakani olehi pihaki yangi 

berniati jahat,i misalnyai dilakukani untuki tindakani penipuani melaluii teleponi 

genggam,i perampokan,i penculikan,i hinggai peretasan.i  

Pelindungani privasii dani datai pribadii merupakani faktori yangi menentukani tingkati 

kepercayaani daringi (onlinei trust).i Minimnyai pelindungani menyebabkani datai 

privasii tersebari kei pihaki yangi tidaki bertanggungi jawabi sehinggai dapati merugikani 

secarai finansial,i bahkani mengancami keselamatani pemiliki datai tersebut.i Sekarangi 

ini,i prosesi validasii datai konsumeni padai sektori perdagangani ataui bisnisi melaluii 

onlinei dani penggunaani kontraki elektroniki masihi diragukani olehi sebagiani 

masyarakati karenai berpotensii terjadinyai risikoi tindakani penipuani dani mengancami 

datai pribadii seseorang.i Makai darii itu,i tandai tangani digitali merupakani suatui 

inovasii darii permasalahani tersebut.i Konsepi darii tandai tangani digitali adalahi privatei 

keyi ataui kuncii privati yangi dibuati secarai uniki dengani memerlukani sertifikasii 

digitali yangi dikeluarkani olehi otoritasi sertifikasii terpercayai untuki memastikani 

keasliani dokumeni dani keabsahani tandai tangan.i Tandai tangani digitali biasanyai 

                                                 
1 Meiliza Laveda, Christiyaningsih, Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menkominfo Jhonny G 

Plate, www.news.republika.co.id. , 2022, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.  

http://www.news.republika.co.id/
http://www.news.republika.co.id/
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dilakukani dengani menggunakani perangkati lunaki khususi yangi memerlukani kuncii 

privati untuki melakukani tandai tangani elektronik.i  

Tandai tangani digitali menggunakani teknologii kriptografii untuki mengamankani 

dokumeni elektroniki dani identitasi pengguna.i Tandai tangani digitali biasanyai 

memerlukani sertifikasii digitali yangi dikeluarkani olehi otoritasi sertifikasii terpercayai 

untuki memastikani keasliani dokumeni dani keabsahani tandai tangan.i Tandai tangani 

digitali biasanyai dilakukani dengani menggunakani perangkati lunaki khususi yangi 

memerlukani kuncii privati untuki melakukani tandai tangani elektronik.i Kriptografii 

sendirii merupakani sebuahi tekniki untuki melindungii informasii dii dalami salurani 

komunikasi.i Metodei inii memungkinkani pengirimi dani penerimai sajai yangi dapati 

melihati isii informasii dii dalamnya.i Kriptografii memilikii fungsii utamai untuki 

melindungii ataui menjagai kerahasiaani data-datai pentingi darii orangi yangi tidaki 

memilikii haki untuki mengetahuinya.i  

Berbedai darii tandai tangani padai biasanya,i tandai tangani digitali inii berupai 

serangkaiani angkai uniki yangi hanyai bisai dimilikii olehi satui orangi saja.i Jadii jelasi 

tidaki akani adai duai tandai tangani digitali yangi pernahi sama.i Tandai tangani digitali 

miripi polai sidiki jarii yangi selalui berbedai antarai satui orangi dengani yangi lainnya.i 

Tandai tangani digitali takkani pernahi bisai lunturi sepertii halnyai tandai tangani biasai dii 

atasi kertasi yangi seiringi waktui bisai lunturi ataui pudar.i Tandai tangani digitali jugai 

bisai dikirimkani darii jaraki jauhi sehinggai lebihi seringi digunakani olehi seseorangi 

yangi seringi melakukani transaksii contohnyai padai perdagangani ataui bisnisi dani 

penandatanganani suatui kontraki yangi berbentuki elektronik.i  

i  

B.i Rumusani Masalahi  

Berdasarkani uraiani latari belakang,i makai dapati diidentifikasikani pokoki 

permasalahani yangi akani dibahasi olehi penulis,i yaitui :i  

1. Bagaimanai pengaturani hukumi tandai tangani digitali sebagaii upayai 

pelindungani datai pribadi?i  

2. Bagaimanai potensii hambatani tandai tangani digitali sebagaii upayai 

pelindungani datai pribadi?i  
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C.i Ruangi Lingkupi  

i i i i i Ruangi lingkupi darii penelitiani inii terdirii darii ruangi lingkupi keilmuani dani ruangi 

lingkupi kajian.i Ruangi lingkupi bidangi ilmui dalami penelitiani inii adalahi hukumi 

keperdataan,i sedangkani ruangi lingkupi objeki kajiani penelitiani inii meliputii 

bentuki pengaturani hukumi tandai tangani digitali sebagaii upayai pelindungani 

datai pribadii dani potensii hambatani tandai tangani digitali sebagaii upayai 

pelindungani datai pribadi.i  

D.i Tujuani Penelitiani  

Adapuni tujuani yangi ingini dicapaii melaluii penelitiani inii adalahi berkaitani 

dengani rumusani masalahi yangi telahi dikemukakan,i makai tujuani penelitiani inii 

sebagaii berikuti :i  

1. Menganalisisi bentuki pengaturani hukumi penerapani tandai tangani digitali 

sebagaii upayai pelindungani datai pribadi.i  

2. Menganalisisi potensii hambatani tandai tangani digitali sebagaii upayai 

pelindungani datai pribadi.i  

i  

E.i Kegunaani Penelitiani  

Melaluii penelitiani inii diharapkani dapati memberikani kegunaani secarai teoritisi 

dani praktis,i yaitui :i  

1. Kegunaani Teoritisi  

Secarai teoritisi hasili darii penelitiani inii diharapkani dapati menjadii bahani 

masukani dalami pengembangani ilmui pengetahuani terutamai dii bidangi 

ilmui hukumi keperdataani yangi berkenaani dengani upayai pelindungani datai 

pribadi.i  

i  
i  

2. Kegunaani Praktisi  

Secarai praktisi hasili darii penelitiani inii diharapkani :i  

a. Bagii masyarakat,i penelitiani inii diharapkani mampui menambahi 

wawasani kepadai masyarakati terhadapi informasii barui mengenaii 

tandai tangani digitali sebagaii upayai pelindungani datai pribadi.i  
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b. Upayai pengembangani kemampuani dani pengetahuani hukumi bagii 

penulisi dalami lingkupi hukumi keperdataan.i  

c. Bahani informasii dani literaturi bagii pihak-pihak,i khususnyai bagii 

mahasiswai bagiani Hukumi Keperdataani yangi membutuhkani 

referensii sehinggai dapati digunakani sebagaii bahani penelitiani 

lanjutani yangi berkaitani dengani permasalahani hukumi dengani 

bahasani upayai pelindungani datai pribadi.i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  

i  



 

 

i  

i  

 

II.i TINJAUANi PUSTAKAi  

i  

A.i Tandai Tangani Digitali  

1.i Tandai Tangani  

Penggunaani tandai tangani adalahi suatui kebiasaani formili yangi digunakani untuki 

menyatakani persetujuani seseorangi sekaligusi memastikani identitasi  

(aunthentification)i orangi tersebuti yangi bertandai tangani untuki sesuatui berimplikasii 

hukumi maupuni tidak.i  

i  
Tandai tangani adalahi suatui pernyataani kemauani pembuati tandai tangani bahwai i 

dengani menuliskani tandai tangani dii bawahi suatui tulisani menghendakii agari tulisani 

itui dalami hukumi dianggapi sebagaii tulisannyai sendiri.2
i Pengertiani tandai tangan,i 

dalami artii umum,i adalahi tandai tangani yangi dapati didefinisikani sebagaii suatui 

susunani huruf-hurufi berupai tulisani darii yangi menandatangani,i dengani manai orangi 

yangi membuati pernyataani ataui keterangani tersebuti dapati diindividualisasikan.3i  

i  
Pengertiani darii tandai tangani inii merujuki kepadai tandai tangani tertulisi seseorangi dii 

atasi kertasi ataui yangi dapati disamakani dengani itu.i Pengertiani tandai tangani adalahi 

tandai sebagaii lambangi namai yangi dituliskani dengani tangani olehi orangi itui sendirii 

sebagaii penandai pribadi.i Pengertiani tandai tangani belumi tentui merujuki kepadai 

suatui tandai tangani secarai “tertulis”,i tetapii justrui terhadapi suatui penandaan,i 

dimanai tandai tersebuti dapati merujuki kepadai yangi bertandai tangani itu.i 

Penggunaani tandai tangani adalahi suatui kebiasaani formili yangi digunakani untuki 

menyatakani persetujuani seseorangi sekaligusi memastikani identitasi ataui 

                                                 
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. PT. Ichtiar Baru Van Hoeye, 

Jakarta, hlm. 473.  
3 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007, hlm. 220.  
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authentificationi orangi yangi bertandai tangani untuki sesuatui yangi baiki berimplikasii 

hukumi maupuni tidak.i  

i  
2.i Tandai Tangani Digitali  

Dii zaman sekarang ketika insiden perusakan dan pemalsuan data semakin lazim, 

telah menjadi keharusan untuk melindungi data apapun yang dikirim secara online. 

Dengan alasan itu tadi, tanda tangan digital semakain populer di kalangan 

profesional berkat kemampuan mereka untuk memvalidasi keaslian sebuah 

dokumen, file atau perangkat lunak. Kemudian seiring dengan perkembangan 

teknologi tanda tangan digital juga mengalami perkembangan dan transformasi. 

Transformasi tanda tangan digital ini hadir dalam bentuk tanda tangan digital atau 

digital signature.4  Namun tidak semua tanda tangan digital memiliki kekuatan 

pelindungan yang sama. Dalam hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya 

satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu 

dokumen yaitu tanda tangan manuskrip.  

  

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan 

penyampaian informasi, komunikasi,i dani transaksii secarai elektronik,i khususnyai 

dalami hali pembuktiani dani hali yangi terkaiti dengani perbuatani hukumi yangi 

dilaksanakani melaluii sistemi elektronik.i Permasalahani yangi lebihi luasi terjadii padai 

bidangi keperdataani karenai transaksii elektroniki untuki kegiatani perdagangani 

melaluii sistemi elektroniki (electronici commerce)i telahi menjadii bagiani darii 

perniagaani nasionali dani internasional.i Kenyataani inii menunjukkani bahwai 

konvergensii dii bidangi teknologii informasi,i media,i dani informatikai (telematika)i 

berkembangi terusi tanpai dapati dibendung,i seiringi dengani ditemukannyai 

perkembangani barui dii bidangi teknologii informasi,i media,i dani komunikasi.5i  

i  

Berdasarkani Pasali 1i Ayati (12)i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2016i perubahani 

atasi Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2008i tentangi Informasii dani Transaksii 

Elektroniki adalahi “Tandai tangani yangi terdirii darii atasi informasii elektroniki yangi 

dilekatkan,i terasosiasii ataui terkaiti dengani informasii elektroniki lainnyai yangi 

digunakani sebagaii alati verifikasii dani autentifikasi”.i Penandai tangani adalahi subjeki 

                                                 
4 Hudzaifah, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata  

Indonesia. Katalogis Vol.3 No.5, 2015, hlm. 194-204  
5 Rahmatullah, Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di Indonesia. 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 7 No.2, 2017, hlm. 10-23  
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hukumi yangi terasosiasii ataui terkaiti dengani tandai tangani digital.i Definisii tersebuti 

mencakupi suatui anggapani bahwai padai pernyataani yangi dibuati secarai tertulisi 

harusi ditambahkani tandai tangani darii yangi bersangkutan.i  

i  
Tandai tangani digitali ataui digitali signaturei adalahi sebuahi pengamani padai datai 

digitali yangi dibuati dengani kuncii tandai tangani pribadii ataui privatei signaturei keyi 

yangi penggunaannyai tergantungi padai kuncii publiki ataui publici keyi yangi menjadii 

pasangannya.6
i Tandai tangani digitali bukani tandai tangani yangi diletakkani dii atasi 

kertasi sebagaimanai lazimnyai suatui tandai tangan.i Tandai tangani digitali diperolehi 

dengani terlebihi dahului menciptakani suatui messagei digesti ataui hast,i yaitui 

mathematicali summaryi dokumeni yangi dikirimkani melaluii cyberspace.7i i  

i  
Tandai tangani digitali adalahi sebuahi konfirmasii identitasi yangi diakuii secarai hukumi 

dani dapati digunakani untuki melakukani berbagaii transaksii onlinei termasuki 

transaksii bisnis.i Untuki meningkatkani pelindungani data,i penggunaani tandai tangani 

adalahi carai yangi tepat.i Sistemi keamanani informasii yangi terintegrasii padai tandai 

tangani digitali akani meningkatkani keamanani datai pribadi.i Tandai tangani digitali 

dapati membantui meningkatkani perlindungani datai pribadi.i Sistemi keamanani 

informasii terintegrasii dii dalamnyai bisai meminimalisiri risikoi cyberi attack.i  

i  
Enkripsii adalahi carai terbaiki untuki menjagai datai pribadii seseorangi tetapi amani dani 

rahasia.i Tandai tangani digitali yangi baiki harusi menggunakani enkripsii yangi kokohi 

untuki melindungii datai dii dalamnya.i Pastikani bahwai tandai tangani digitali memilikii 

enkripsii terbaiki sehinggai setiapi informasii yangi tersimpani dii dalamnyai tetapi 

rahasia.i Penggunaani tandai tangani digitali jugai dapati membuati suatui organisasii 

bekerjai dengani lebihi efektif.i Prosesi bisnisi akani berjalani secarai lebihi cepat,i mudah,i 

dani akurati sehinggai menghemati waktui dani biayai dengani mengurangii ataui bahkani 

menghilangkani prosesi pengolahani manuali yangi biasai dilakukan.i  

i  
Tandai tangani digitali bukanlahi sebuahi tandai tangani yangi dibuati dengani penai padai 

dokumeni aslii maupuni dokumeni digitali melaluii aplikasii tandai tangan.i Tandai 

tangani digitali diciptakani olehi penyelenggarai sertifikasii elektroniki dii Indonesiai 

yangi sudahi memilikii certificatedi authority.i Pemiliki tandai tangani digitali diperkuati 

dengani kepemilikani sertifikati elektroniki untuki keabsahani suatui tandai tangan.i 

                                                 
6 Din Mudiardjo, Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-Commerce, fh-warmadewa.ac.id, 2018, 

diakses tanggal 28 Mei 2023.  
7 Soemarno Partodiharjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 20.  
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Sertifikati elektroniki sendirii merupakani sertifikati yangi dapati mengidentifikasii 

seseorangi ataui entitasi padai tandai tangani digitali untuki membantui meyakinkani 

keotentikani sebuahi dokumeni ataui datai digital.i  

 

i  
3.i Urgensii Tandai Tangani Digitali  

Tandai tangani digitali dimulaii padai tahuni 1976i olehi duai kriptograferi Amerika,i 

Whitfieldi Diffiei dani Martini Hellman,i mengemukakani idei tentangi mekanismei 

tandai tangani digital.i Kemudiani sebuahi algoritmai untuki membuati tandai tangani 

digitali yangi dibuati olehi tigai ahlii matematikai dani seorangi ahlii kriptologi.i 

Algoritmai tersebuti dinamakani sesuaii dengani ketigai namai penciptanyai yaitui 

algoritmai RSAi (Rivest-Shamir-Adleman).i i  

i  
Namun,i algoritmai RSAi inii memilikii kekurangani yaknii tidaki bisai menjamini 

keamanani penggunanyai sehinggai sistemi inii tidaki berhasili dirilis.i Kemudian,i padai 

tahuni 1988,i Shafii Goldwasser,i Silvioi Micali,i dani Ronali Rivesti membuati algoritmai 

yangi menghasilkani Lotusi Notesi 1.0,i yangi berhasili menerbitkani tandai tangani 

digitali untuki pertamai kalinya.i Algoritmai yangi digunakani dalami perangkati inii 

menjamini keamanani tandai tangani digitali penggunanya.i i Tandai tangani digitali 

mulaii diakuii dii duniai internasionali sekitari tahuni 1990-ani dengani diundangkannyai 

Unitedi Nationsi Commisioni oni Internationali Tradei Lawi (UNCITRAL)i sebagaii 

dasari hukumi pertamai penggunaani tandai tangani digitali dii duniai Internasional.8i  

i  
Transaksii elektroniki memangi banyaki memberikani manfaati yangi sehati bagii 

manusia.i Namuni dalami kelangsungannya,i transaksii elektroniki jugai memilikii 

risikoi dani permasalahani terutamai dalami segii kepercayaani dani perilakui baiki darii 

parai pihaki dalami transaksii elektronik.i Padai dasarnya,i tandai tangani digitali adalahi 

tentangi jaminani yangi memastikani bahwai penandatangani sebenarnyai adalahi orangi 

yangi mempunyaii haki dani tanggungi jawabi atasi isii dokumeni ataui transaksii 

elektronik.i Tidaki jarangi jugai terjadii kasusi pemalsuani identas,i pemalsuani data,i 

bahkani pemalsuani tandai tangani digitali yangi turuti mewarnaii jalannyai kegiatani 

transaksii elektronik.i Permasalahani inii disebabkani karenai parai pihaki yangi tidaki 

melakukani tatapi mukai ataui facei toi facei saati melakukani transaksii elektronik.i 

Berangkati darii hal-hali tersebut,i tentui diperlukani payungi hukumi dani 

                                                 
8 Aloysius Nathan Aristo, Legalitas Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Elektronik Melalui 

Aplikasi Privyid, Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 3, 2023, hlm 337-346.  
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ketentuanketentuani yangi membatasii parai pihaki sebagaii konsumeni ataui penggunai 

yangi mengikatkani dirii dalami transaksii elektroniki untuki menjagai haki dani 

keseimbangani parai pihaki tersebut.i 
9

i  

i  
Terkaiti berbagaii digitali signature/i jenisi tandai tangani yaitui adai yangi berupai tandai 

tangani basahi capi jempol,i tandai tangani elektronik,i dani tandai tangani yangi dibuati 

dengani prosesi scani sepertii tandai padai umumnyai ataui tandai tangani konvensionali 

tandai tangani yangi dalami penggunaannyai diakuii dalami hukumi pembuktiani yangi 

masihi perlui pengkajiani secarai spesifiki adalahi terkaiti dengani tandai tangani digitali /i 

digitali signature.i i  

i  
Keabsahani tandai tangani elektronik/digitali signaturei dalami suatui perjanjiani dalami 

perspektifi hukumi perdatai adalahi dengani mengacui kepadai Undang-Undangi ITEi 

Nomori 11i Tahuni 2008i jo.i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2016i tentangi  

Informasii dani Transaksii Elektroniki sertai i Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2019i 

tentangi Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii Elektroniki sebagaii peraturani 

pelaksanai darii transaksii elektroniki yangi kemudiani dikaitkani dengani Pasali 

Pembuktiani sertai asasi -i asasi perjanjiani dalami Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdatai /i KUHi Perdatai yangi manai apabilai salahi satui satui pihaki wanprestasi/ciderai 

janjii bagaimanai kemudiani langkahi hukumi yangi dapati ditempuh.10
i Selaini itui tandai 

tangani elektroniki munculi dalami suatui dokumeni elektroniki yangi padai dasarnyai 

bukani merupakani dokumeni tertulisi (noni paperless).i i  

i  
Berdasarkani padai hali tersebut,i makai sejatinyai konsepi tandai elektroniki tidaki sesuaii 

dengani prinsipi hukumi yangi menyatakani bahwai suatui dokumeni harusi dapati dilihat,i 

dikirimi dani disimpani dalami bentuki kertas.i Seiringi dengani kemajuani teknologii 

yangi terusi berkembang,i makai sudahi selayaknyai apabilai dii bidangi informasii dani 

teknologii mulaii diakomodiri kedalami sistemi hukumi perdatai dii Indonesia.i Sehinggai 

banyaki pihaki meragukani keabsahani digitali signaturei /i tandai tangani digitali saati inii 

baiki dalami lingkupi persidangani maupuni dalami prosesi perjanjian.i  

i  

Salahi satui konsepi padai kriptografii moderni adalahi digitali signature.i Carai kerjai dani 

kegunaani digitali signaturei miripi dengani tandai tangani dalami versii nyata,i yaitui 

                                                 
9 Celina Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.6  
10 Eka Wahyuni, Rahman Sufirman, Andi Risma, Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan  

Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE, Journal of Lex Generalis (JLG), 

Vol. 3, No. 5, 2022  
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untuki memberikani kepastiani keasliani dani persetujuani dokumeni olehi penandai 

tangan.i Dalami digitali signature,i “tandai tangan”i adalahi dalami bentuki digitali yangi 

digunakani untuki mensahkani sebuahi dokumeni digital.i  

i  
Prinsipi yangi digunakani dalami tandai tangani digitali inii adalahi dokumeni yangi 

dikirimkani harusi ditandatanganii olehi pengirimi dani tandai tangani bisai diperiksai 

olehi penerimai untuki memastikani keasliani dokumeni yangi dikirimkan.i Fungsinyai 

adalahi untuki melakukani validasii terhadapi datai yangi dikirim.i Tandai tangani digitali 

menggunakani algoritmai yangi disebuti dengani istilahi hashingi algorithm.i Fungsii 

tersebuti akani menghasilkani sebuahi kombinasii karakteri yangi yangi uniki yangi 

disebuti messagei digest.i dengani carai inii pengirimi bertanggungjawabi terhadapi isii 

dokumeni dani dapati diceki keasliani dokumeni olehi penerima.i i  

i  
Keunikannyai adalahi jikai dii tengahi perjalanani datai mengalamii modifikasi,i 

penghapusani maupuni disadapi diam-diami olehi hackeri walaupuni hanyai 1i karakteri 

saja,i makai messagei digesti yangi beradai padai sii penerimai akani berbedai dengani 

yangi dikirimkani padai awalnya.i Keunikani lainnyai adalahi messagei digesti tersebuti 

tidaki bisai dikembalikani lagii kei dalami bentuki awali sepertii sebelumi disentuhi 

dengani fungsii algoritma,i sehinggai disebuti sebagaii one-wayi hashi  

i  
Fungsii utamai darii tandai tangani digitali padai padai aspeki keamanani kriptografii 

adalahi non-repudiationi ataui antii penyangkalani dimanai apabilai dokumeni validi 

makai pengirimi tidaki bisai menyangkali bahwai keberadaani dokumeni benari dikirimi 

olehi pengirimi yangi bersangkutan.11
i Berikuti adalahi contohi tandai tangani digitali 

yangi sudahi tersertifikasii PSrE.i  
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i  

Gambari 1.i Contohi beberapai tandai tangani digitali tersertifikasii PSrEi  

 

i  
i  

4.i Eksistensii dani Prosedurani Tandai Tangani Digitali dii Indonesiai i  

i  
Pasali 1875i Burgerlijki Wetboeki menjelaskani secarai eksplisiti mengenaii keabsahani 

tandai tangani sebagaii pembuktiani yaitui sahi dani diakuii kebenarannyai sepertii suatui 

aktai otentiki bagii sii penandai tangani maupuni bagii ahlii warisi sii penandai tangani ataui 

orangrangi yangi mendapati haki miliki sii penandai tangan.i Kemudiani dengani 

berjalannyai waktui dengani berbagaii perkembangani teknologi,i adanyai pengaturani 

yangi mewadahii transaksii elektroniki yangi setiapi harii berlangsungi dii tengahi 

masyarakati tentui sangati pentingi untuki diperhatikan.i i  

i  
Selaini untuki melindungii parai pihaki yangi adai dii dalami transaksii tersebut,i 

pengaturani transaksii elektroniki akani memberikani keamanani dani keseimbangani 

bagii parai pihaki dii matai hukum.i Baiki tandai tangani elektroniki maupuni digitali 

mempunyaii fungsinyai masing-masing.i i  

i  

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  
11

i Egii Cahyoi Prabowo,i Irawani Afriyanto,i Penerapani Digitali Signaturei Dani Kriptografii Padai 

Otentikasii Sertifikati Tanahi Digital,i Jurnali Ilmiahi Komputeri dani Informatikai (KOMPUTA),i Vol.i  
6,i No.i 2,i 2017,i hlm.i 2089-9033i  

Tandai tangani elektroniki biasanyai dipakaii untuki dokumeni yangi tidaki memerlukani 

buktii hukumi dani tidaki memilikii nilaii transaksii yangi besar.i Contohi dokumeni yangi 

memakaii tandai tangani elektroniki adalahi tandai terimai pembeliani barangi pribadi,i 

kwitansii pembayarani uangi sekolah,i maupuni dokumeni lainnya.i Sementarai itu,i 

tandai tangani digitali seringi digunakani untuki transaksii ataui kegiatani yangi 
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berhubungani dengani perjanjiani ataui memilikii nilaii yangi besari sepertii 

penandatanganani kontraki kerjai samai antari perusahaan,i perjanjiani kontraki kerjai 

antari perusahaani dani karyawan,i pembukaani kartui kredit,i bahkani perjanjian-

perjanjiani yangi melibatkani organisasii internasionali maupuni perjanjian-perjanjiani 

pentingi lainnya.i i  

i  
Lebihi lanjuti mengenaii perbedaani tandai tangani elektroniki dani tandai tangani digitali 

dapati diuraikani sebagaii berikut:i  

i  
a. Tandai tangani elektroniki tidaki memilikii sistemi keamanani dokumen,i 

sedangkani tandai tangani digitali memilikii sistemi keamanani dokumeni bagii 

penggunanyai karenai perusahaani layanani identitasi digitali telahi membuatnyai 

begitui kompleks.i i  

b. Tandai tangani elektroniki dapati berupai tulisani ataui coretan,i gambari ataui pola,i 

dani jugai checklist,i sementarai bentuki tandai tangani digitali tidaki menentukani 

keabsahani dani biasanyai berupai tandai tangani biasa.i i  

c. Tandai tangani elektroniki tidaki dapati divalidasi,i sementarai individui padai tandai 

tangani digitali dapati divalidasi.i i  

d. Tandai tangani elektroniki tidaki dapati menjamini keasliani dani keutuhani suatui 

dokumen,i sedangkani tandai tangani digitali dapati menjamini keasliani dani 

keutuhani suatui dokumeni karenai menggunakani teknologii enkripsii asimetrisi 

sehinggai suliti untuki memalsukani tandai tangani pengguna.i i  

e. Tandai tangani elektroniki tidaki memilikii otoritasi hukumi dani peraturani yangi 

jelas,i sedangkani tandai tangani digitali memilikii hukumi dani terdaftari ataui 

disertifikasii olehi orangi ataui otoritasi yangi berwenang.i  

Padai intinya,i eksistensii tandai tangani digitali dalami suatui transaksii elektroniki 

adalahi untuki menjagai keaslian,i menjagai isii ataui integritasi dokumeni elektronik,i 

dani menjagai kerahasiaani dokumeni elektronik.i Hali inii dikarenakani tandai tangani 

digitali memilikii sifati uniki padai tiap-tiapi dokumeni ataui sertifikati elektroniki yangi 

dihasilkan.i i  

Pengaturani transaksii elektroniki dii Indonesiai diaturi olehi Undang-Undangi 

Informasii dani Transaksii Elektroniki Nomori 11i Tahuni 2008i jo.i Undang-Undangi 

Datai dani Transaksii Elektroniki Nomori 19i Tahuni 2016.i i  
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Dalami Pasali 11,i termasuki tandai tangani elektroniki yangi sahi dani sahi menuruti 

hukumi yaitu.i Tandai tangani yangi memenuhii syarati sebagaii berikut:i i  

a. Datai tandai tangani harusi terverifikasii merupakani miliki sii penandai tangan;i i  

b. Selamai prosesi penandatanganan,i informasii pembuatani tandai tangani harusi 

menjadii subjeki hukumi penandai tangan;i i  

c. Apabilai terdapati perubahani tandai tangan,i makai perubahani tersebuti dapati 

dimengerti;i i  
d. Apabilai telahi terjadii perubahani informasii terkaiti tandai tangan,i perubahani 

informasii tersebuti dapati dimengerti;i i  

e. Adanyai mekanismei tertentui untuki dapati mengidentifikasii sii penandai tangan;i  

f. Adanyai mekanismei tertentui yangi dapati membuktikani bahwai sii penandai tangani 

memangi setujui terhadapi suatui informasii ataui transaksii elektronik.i  
i  

Berdasarkani Pasali 57i Peraturani Pemerintahi i Nomori 71i Tahuni 2019i tentangi 

Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii Elektronik,i Tandai Tangani Elektroniki dii 

Indonesiai terbagii menjadii duai jenisi yaitui :i i  

a. Tandai tangani elektroniki tersertifikasi,i yaitui tandai tangani yangi memenuhii 

kriteria,i dibuati dengani menggunakani layanani sertifikati elektroniki dani pengujiani 

sistemi penerbitani sertifikati elektronik.i i  

b. Tandai tangani elektroniki tersertifikasi,i yaitui tandai tangani yangi dibuati tanpai 

menggunakani jasai penyelenggarai sertifikati elektronik.i i  

Dapati dipandangi bahwai pertandai tangani elektroniki bersertifikati mempunyaii artii 

yangi samai dengani indikasii tangani digital.i menggunakani istilahi lain,i tandai tangani 

digitali samai menggunakani pertandai tangani elektroi terverifikasi.i tandai tangani 

digitali mengikati secarai aturani selamai memenuhii persyaratani Undang-Undangi 

Nomori 11i Tahuni 2008i jo.i Undangi -i Undangi Nomori 19i Tahuni 2016i tentangi  

Informasii dani Transaksii Elektronik11
i  

Selanjutnya,i saati inii dii Indonesiai segalai bentuki transaksii elektronik,i baiki transaksii 

perbankan,i e-commerce,i hinggai kegiatani surati menyurati perkantorani dapati 

dilakukani lewati inovasii digitali tersebut.i Terkaiti hali tersebuti perlui dipahamii dalami 

aspeki yangi lebihi holistiki bahwai sertifikati elektroniki merupakani sertifikati 

berbentuki elektroniki yangi memuati Tandai Tangani Elektronik-Digitali dani identitasi 

subjeki hukumi parai pihaki dalami transaksii elektroniki yangi dikeluarkani olehi PSrEi 

Indonesia.i i  

                                                 
11 Aloysius Nathan Aristo, Op. cit., hlm. 343.  



16  

  

 

PSrEi Indonesiai yangi dimaksudi adalahi penyelenggarai sertifikasii elektroniki 

Indonesiai yangi telahi mendapati pengakuani darii Kementeriani Kominfo.i Selaini itui 

Kementeriani Kominfoi menjabarkan,i adai tigai tahapani yangi harusi dilaluii pemohoni 

untuki mendapatkani Sertifikati Elektroniki padai tandai tangani elektroniki 

tersertifikasi.i i  

1. Tahapi Pengajuani Pemohoni mendaftarkani dirii kei PSrEi Indonesiai dengani 

ketentuani yangi telahi dimilikii olehi masing-masingi PSrEi Indonesia.i Syarati 

tersebuti dapati diaksesi dii lamani PSrEi Indonesia.i Bagii pendaftari dengani profesii 

Aparaturi Sipili Negarai (ASN)i diwajibkani mendaftari padai PSrEi Pemerintah.i i  

2. Tahapi Verifikasii PSrEi Indonesiai akani melakukani verifikasii datai pemohoni 

pendaftari Sertifikati Elektronik.i Datai kependudukani pemohoni sepertii NIK,i 

nama,i tanggali lahir,i foto,i datai biometriki (sidiki jari)i dibandingkani dengani 

basisi datai kementeriani yangi berwenangi mengelolai datai kependudukan.i 

Apabilai datai tersebuti validi dani benari makai akani dilanjutkani prosesi 

penerbitan.i i  

3. Tahapi Penerbitani Bagii pemohoni yangi telahi lolosi verifikasi,i pemohoni akani 

disediakani accounti untuki mengunduhi Sertifikati Elektroniki yangi telahi 

diterbitkani olehi PSrEi Indonesia.i Accounti inii sekaligusi untuki mengelolai 

layanani yangi disediakani setiapi PSrEi tersebut.i Layanani meliputii TTEi 

tersertifikasi,i Segeli Elektroniki tersertifikasii yangi dapati digunakani sebagaii 

penggantii stempeli perusahaan,i dani layanani lainnya.i Selaini itu,i pemiliki 

Sertifikati Elektroniki jugai akani diberikani edukasii dalami setiapi penggunaani 

layanani darii PSrEi Indonesia.i Pastikani kaliani membacai dani memeriksai dengani 

detaili perjanjiani pelanggani (Subscriberi Agreement)i dani kebijakani privasii 

(Privacyi Policy)i sebelumi melakukani prosesi persetujuani penerbitani Sertifikati 

Elektronik.i i  

i  
Setelahi memilikii Sertifikati Elektronik,i pemiliki dapati langsungi menandatanganii 

dokumeni elektroniki kapanpuni dani dimanapun.i Pemiliki dapati menandatanganii 

dokumeni elektroniki dii berbagaii platform,i sepertii bisnisi digitali global,i e-banking,i 

layanani pinjami meminjami (peeri toi peeri lending),i perjanjiani dani lain-lain.i PSrEi 

Indonesiai termasuki Penyelenggarai Sistemi Elektroniki yangi menyelenggarakani 

sistemi elektroniknyai secarai aman,i andali dani bertanggungi jawab.12
i  

                                                 
12 Eka Wahyuni, Op. cit., hlm. 1094  
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B.i Penerapani Tandai Tangani Digitali dii Berbagaii Sektori  

1.i Sektori Bisnisi  

1.1.i Pengertian Transaksi   

Sesuai Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “Jual 

beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang 

itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Transaksi 

adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam menukar barang atau jasanya. 

Pada dasarnya pengertian transaksi suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang 

melahirkan perubahan atas harta atau finansialnya, baik itu berkurang maupun 

bertambah. Ketentuan mengenai transaksi menurut hukum perdata adalah dengan 

tercapainya kata sepakat tentang barang dan harga. Dengan begitu, cukup 

tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, tanpa dituntut suatu formalitas 

apapun, sebuah transaksi telah terjadi.  

  

Transaksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi konvensional dan transaksi 

digital. Kedua jenis transaksi mempunyai peran yang sangat penting bagi 

perekonomian serta dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. Transaksi 

konvensional masih sering dilakukan sebagai opsi alternatif bagi masyarakat yang 

tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi melalui digital, sementara 

transaksi digital akan semakin populer dan berkembang di masyarakat seiring 

dengan perkembangan suatu teknologi.1314  

  

1.2. Transaksi Bisnis  

Transaksi bisnis adalah transaksi keuangan antara kedua belah pihak atau lebih 

yang melibatkan pertukaran barang, uang, dan jasa. Untuk melakukan transaksi 

bisnis, pertukaran bisnis harus dapat diukur dalam nilai moneter sehingga dapat 

dicatat untuk tujuan akuntansi.   

  

Salah satu bentuk transaksi bisnis melalui online yaitu e-commerce. E-commerce 

lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Revolusi yang dibawa internet 

                                                 
13 Gianie, Transaksi Digital Pascapand, www.kompas.co.id. , Jakarta, 2023, diakses pada tanggal  
14 Agustus 2023  

http://www.kompas.co.id/
http://www.kompas.co.id/
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merupakan revolusi besar dalam teknologi komputer dan komunikasi dibandingkan 

masa-masa sebelumnya. Hal ini juga memengaruhi pada transaksi bisnis.  

  

E-commerce merupakan suatu transaksi berupa pembelian dan penjualan barang 

serta jasa dengan menggunakan jasai konsumeni online,i yangi biasai dikenali dengani 

transaksii elektronik.i Transaksii elektroniki sendirii didefinisikani sebagaii sebuahi 

transaksii berbentuki pesani elektroniki dimanai pesani darii satui ataui duai pihaki 

tersebuti tidaki mungkini diperiksai olehi seorangi individui sebagaimanai sebuahi 

langkahi yangi diinginkani dalami sebuahi bentuki kontrak. 15
i Secarai umumi e-

commercei hanyai dikenali duai macam,i yaitu:i  

1. Businessi toi businessi (B2Bi e-commerce),i bentuki perdagangani melaluii interneti 

yangi dilakukani duai perusahaani ataui lebihi darii duai perusahaan.i  

2. Businessi toi customeri (B2Ci e-commerce),i bentuki perdagangani yangi berisii 

transaksii juali belii melaluii interneti antarai penjuali barangi konsumsii dengani 

konsumeni terakhir.16
i  

i  
Perdagangani saati inii lebihi cenderungi kei businessi toi customer,i dimanai dalami 

melakukani transaksii juali belii lebihi seringi menggunakani tandai tangani digitali 

terhadapi pesanani ataui suatui penawarani yangi sekarangi sudahi jarangi dilakukani 

secarai facei toi face.16
i Dengani demikian,i e-commercei merupakani suatui transaksii 

berupai pembeliani dani penjualani barangi dani jasai dengani menggunakani jasai 

konsumeni onlinei yangi adai dii internet.i  

i  

2.i Sektori Pemerintahani  

Dii seluruhi duniai saati inii sedangi melakukani transisii kei masyarakati informasi.i Saati 

inii teknologii informasii berkembangi pesati sehinggai informasi,i data,i dani 

pengetahuani dapati dibuati dengani sangati cepati dani menyebari kei seluruhi penjurui 

duniai dani dii semuai lapisani masyarakati dalami hitungani detik.i Hali inii menunjukkani 

bahwai siapapuni dapati berkomunikasii langsungi dengani siapapuni dii bagiani bumii 

manapuni tanpai butuhi perantarai ataui mediasi.17
i  

                                                 
15 Yusep Mulyana, Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital Pada Transaksi Bisnis. 

Varian Hukum Vol.2 No.1, 2020, hlm. 7. 16 Ibid, hlm. 7.  
16 Ibid, hlm. 7.  
17  Annisa Noor El Izzah, Wasis Sugandha, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam 

Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efisien, Jolsic Vol. 9, 

2021, hlm. 2. 19 Ibid  



19  

  

 

Penggunaani teknologii telahi menghasilkani jenisi birokrasii pemerintahani baru,i yangi 

disebuti e-government.i Menuruti Banki Dunia,i e-governmenti didefinisikani selakui 

pemakaiani teknologii olehi pemerintahi untuki mengubahi ikatani antarai pemerintahi 

dengani masyarakat,i bidangi usaha,i sertai pengelolai kebutuhan.i E-governmenti 

adalahi istilahi yangi merujuki padai pemakaiani teknologii sertai komunikasii internali 

dani eksternali untuki meningkatkani kemampuani pemerintahi dalami memenuhii 

ekspetasii publiki dani jugai meningkatkani kualitasi pemerintahani Indonesia.19
i  

Layanani informasii berbasisi e-governmenti dapati meningkatkani dani memperluasi 

partisipasii publiki dalami prosesi pengambilani keputusani dani kebijakani sehinggai 

meningkatkani produktivitasi dani efisiensii birokrasi.i Hali tersebuti menjamini 

transparansii informasii pemerintahi yangi memadaii kepadai publiki sehinggai 

memungkinkani publiki untuki mengikuti,i memantau,i dani mengontroli 

perkembangani operasii pemerintah.i Selaini itu,i dapati mewujudkani prinsipi 

akuntabilitasi melaluii penerapani e-government.i E-governmenti adalahi gerakani yangi 

bertujuani untuki mempromosikani tatanani pemerintahani yangi baiki dengani 

memanfaatkani teknologii informasii untuki memudahkani masyarakati dalami 

mengaksesi dani menerimai informasi.i E-governmenti digunakani setiapi instansii 

pemerintahani dimanai interneti dapati digunakani untuki menyediakani layanani dasari 

dani memperkuati hubungani antarai wargai negarai dani pemerintah.18
i  

Dikarenakani teknologii dani informasii terusi berkembangi dengani kecepatani yangi 

sangati tinggi,i pemanfaatani potensinyai menciptakani peluangi untuki pengelolaani 

dani pemanfaatani informasii yangi terjangkaui secarai akurati dani cepat.i Efisiensi,i 

efektivitas,i transparansi,i dani akuntabilitasi akani semakini meningkati seiringi dengani 

meningkatnyai eksploitasii teknologii sertai informasii dalami penyelanggaraani 

pemerintahani (e-government).i  

Salahi satui informasinyai adalahi penambahani tandai tangani digitali padai dokumeni 

resmii kementeriani ataui lembaga.i Arahi birokrasii digunakani untuki 

mengordinasikani tugasi dani pembahasani dalami rangkai menghasilkani kebijakani 

dani keputusani dalami penyelenggaraani pemerintahan,i namuni birokrasii jugai 

menjadii penyebabi terjadinyai penundaani keputusani kebijaksanaan.i Olehi karenai 

                                                 
18 Joko Tri Nugraha, E-government dan Pelayanan Publik E-government di Pemerintah Kabupaten 

Sleman, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, 2018, hlm. 32-42.  
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itu,i diperlukani tatai carai sertai metodei yangi lebihi efisieni sertai berdayai gunai dalami 

prosesnyai tanpai mengurangii akuntabilitasi atasi perubahani dokumeni yangi 

digunakan,i terutamai melaluii penggunaani tandai tangani digitali padai dokumeni ataui 

surati menyurat.i  

3.i Sektori Pendidikani  

Pendidikani kinii tengahi memasukii masai transisi,i terutamai dalami aspeki 

penyampaiani materi.i Padai saati ini,i sejaki pandemii covid-19i mewabah,i semakini 

banyaki perguruani tinggii yangi menawarkani kelasi onlinei ataui cyberi campus.i 

Olehi karenai itu,i perani identitasi digitali bagii pendidikani tinggii menjadii semakini 

signifikan.i  

Pengelolaani administrasii yangi buruki dii sekolahi maupuni pergurani tinggii 

seringkalii membuati beberapai datai dapati diaksesi olehi orangi yangi tidaki 

diinginkan.i Lembarani dokumeni yangi terbengkalaii dapati menjadii peluangi 

terciptanyai kejahatani terhadapi datai dirii anda.i Selaini itu,i datai dalami bentuki 

konvensionali jugai rawani terhadapi kasusi kebakaran,i banjir,i dani hal-hali yangi 

tidaki terdugai lainnya.i  

Digitalisasii turuti mendukungi perani tersebut.i Salahi satui aspeki yangi harusi 

diperhatikani yaitui darii segii keamanan.i Tandai tangani digitali telahi menjadii 

sebuahi fituri yangi sangati pentingi bagii tingkati sekolahi maupuni perguruani tinggi.i 

Salahi satui alasannyai adalahi karenai fungsii tandai tangani digitali dapati 

memberikani keamanani yangi lebihi baiki bagii datai yangi disimpani dii dalami sebuahi 

sistemi informasii pendidikan.i Selaini itu,i dengani adanyai tandai tangani digital,i 

prosesi pengajarani dani pembelajarani menjadii lebihi efisien.i  

4.i Sektori Kesehatani  

Padai masai digitalisasi,i mulaii seringi dilakukani transformasii digitali untuki kegiatani 

administrasii dani bisnis.i Hali inii tidaki terkecualii terhadapi perani tandai tangani digitali 

untuki layanani kesehatan.i  

Berdasarkani Peraturani Menterii Kesehatani (Permenkes)i Republiki Indonesiai 

Nomori 24i Tahuni 2022i bahwai untuki keamanani dani pelindungani datai Rekami 

Medisi Elektroniki (RME)i tenagai kesehatani memilikii haki aksesi untuki penginputan,i 

perbaikan,i sertai penglihatani data.i  
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Beberapai tahuni terakhir,i sektori kesehatani dii Indonesiai mengalamii transformasii 

dalami penggunaani teknologii komunikasii dani informasi.i Mulaii darii rekami medisi 

elektronik,i pertukarani datai pasieni melaluii jaringani digital,i adopsii tandai tangani 

digitali saati prosesi administrasi,i hinggai perizinani kesehatan.i  

Namun,i perkembangani inii tidaki lepasi darii munculnyai berbagaii risikoi kebocorani 

datai pribadi,i maupuni rekami medisi yangi yangi dipalsukan.i Berdasarkani Datai 

Breachi Investigationsi Reporti (DBIR),i industrii kesehatani sendirii beradai dii 

peringkati ketigai palingi banyaki alamii kebocorani datai dii dunia.i Padahal,i informasii 

medisi dani datai pribadii pasieni sangati sensitifi dani mudahi dirubah.i Sistemi keamanani 

digitali yangi akurati dani legali diperlukani untuki menjamini keamanani datai padai 

sektori kesehatan.i i  

Tandai tangani digitali tersertifikasii yangi diterbitkani olehi Penyelenggarai Sertifikasii 

Elektroniki (PSrE)i menjadii solusii digitalisasii dokumeni yangi amani dii sektori 

kesehatan.i Tandai tangani digitali memungkinkani dokumeni legali padai sektori 

kesehatan,i terutamai implementasii rekami medisi elektroniki dibuati tanpai 

menggunakani kertas,i sehinggai terjamini keamanannya.i  

i  

C.i i Kontraki Elektroniki  

1.i Pengertiani Kontraki  

Kontraki seringi dikaitkani dengani perjanjian.i Meskipuni memilikii maknai darii 

etimologis,i tetapii dalami tatarani operasional,i ketikai menyebuti perjanjiani makai 

konotasinyai adalahi perikatani ataui kontrak.i Perikatani adalahi hubungani hukumi 

antarai duai pihaki dii dalami lapangani hartai kekayaan,i dii manai pihaki yangi satui 

(kreditur)i berhaki atasi suatui prestasi,i dani pihaki yangi laini (debitur)i berkewajibani 

memenuhii prestasii itu.i Olehi karenai itu,i dalami setiapi perikatani terdapati “hak”i dii 

satui pihaki dani “kewajiban”i dii pihaki yangi lain.19
i  

i  

Kontraki dibedakani menjadii duai macam,i yaitui nominaati dani inominaat.i Kontraki 

nominaati merupakani kontaki yangi terdapati dani dikenali dalami KUHi Perdata.i 

Kontraki inominaati merupakani perjanjiani yangi timbul,i tumbuh,i hidup,i dani 

                                                 
19 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1. 22 

Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 2004 hlm. 32.  
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berkembangi dalami masyarakat.i Timbulnyai perjanjiani jenisi inii karenai adanyai asasi 

kebebasani berkontrak.22
i  

i  
Kontraki padai umumnyai dilandasii dengani pertukarani janji-janji.i Hali inii padai 

dasarnyai memberikani sifati bilaterali padai sebuahi kontrak,i dalami artii bahwai 

kontraki terbentuki karenai adanyai janjii yangi memilikii timbal-baliki diantarai paraki 

pihaki yangi terlibat.i  

i  
2.i Unsur-Unsuri Kontraki  

Dalami suatui kontraki terdapati tigai unsur,i yaitui :i a.i 

Unsuri Esensialiai  

Unsuri esensialiai merupakani unsuri yangi harusi adai dalami suatui kontraki karenai 

tanpai adanyai kesepakatani tentangi unsuri esensialiai inii makai tidaki adai kontrak.i 

Kontraki tersebuti batali demii hukumi karenai tidaki adai hali tertentui yangi 

diperjanjikan.20
i  

i  

b. Unsuri Naturaliai  

Unsuri naturaliai adalahi bagian-bagiani yangi olehi undang-undangi ditentukani 

sebagaii peraturani yangi bersifati mengatur.i Bagiani naturaliai adalahi bagiani 

perjanjiani yangi berdasarkani sifatnyai dianggapi adai tanpai perlui diperjanjikani secarai 

khususi olehi parai pihak.i Bagiani darii perjanjiani yangi bersifati mengaturi termuati dii 

dalami ketentuani perundang-undangani untuki masing-masingi perjanjiani bernama.i 

Hali inii berartii bahwai parai pihaki bebasi untuki mengaturnyai sendiri,i bahkani 

ketentuani tersebuti tidaki bersifati memaksa.i Sebaliknya,i jikai parai pihaki tidaki 

mengaturi sendirii dalami perjanjian,i ketentuani perundang-undangani tentangi 

perjanjiani tersebuti akani tetapi berlaku.21
i  

i  

c. Unsuri Aksidentaliai  

Unsuri aksidentaliai merupakani unsuri yangi nantii adai ataui mengikati parai pihaki jikai 

parai pihaki memperjanjikannya.25
i  

i  
Ketigai unsuri tersebuti dituangkani dalami kontraki berdasarkani kebutuhani agari 

tujuani bersamai dani keinginani parai pihaki dapati terakomodiri dengani baik.i  

i  

                                                 
20 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 

hlm. 31.  
21 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 70. 25 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 32.  
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3.i Teorii Asasi Hukumi Kontraki  

Dalami suatui kontraki terdapati limai asasi kontraki yangi dikenali menuruti ilmui hukumi 

perdata.i Kelimai asasi tersebuti ialahi :i asasi kebebasani berkontrak,i asasi 

konsensualisme,i asasi kepastiani hukum,i asasi itikadi baik,i dani asasi kepribadian.i  

Berikuti merupakani penjelasani mengenaii masing-masingi asasi tersebuti :i a.i 

Asasi Kebebasani Kontraki  

Asasi kebebasani berkontraki dianalisisi darii ketentuani Pasali 1338i ayati (1)i KUHPdt,i 

dijelaskani bahwai “Semuai perjanjiani yangi dibuati secarai sahi berlakui sebagaii 

undang-undangi bagii merekai yangi membuatnya.”i Asasi inii merupakani suatui asasi 

yangi memberikani kebebasani kepadai parai pihaki untuki membuati ataui tidaki 

membuati perjanjian,i mengadakani perjanjiani dengani siapapun,i menentukani isii 

perjanjian,i pelaksanaani dani persyaratannya,i sertai menentukani bentuki 

perjanjiannyai apakahi tertulisi ataui lisan.22
i  

i  

b. Asasi Konsensualismei  

Asasi konsensualismei dapati disimpulkani dalami Pasali 1320i ayati (1)i KUHPdt,i 

dijelaskani bahwai “sebagiani salahi satui syarati sahnyai suatui perjanjiani diperlukani 

adanyai sepakati merekai yangi mengikatkani dirinya”.i Padai pasali tersebuti ditentukani 

bahwai salahi satui syarati sahnyai perjanjiani adalahi adanyai katai kesepakatani antarai 

keduai belahi pihak.i Asasi inii merupakani asasi yangi menyatakani bahwai perjanjiani 

padai umumnyai tidaki diadakani secarai formal,i melainkani cukupi dengani adanyai 

kesepakatani keduai belahi pihak.i Kesepakatani adalahi persesuaiani antarai kehendaki 

dani pernyataani yangi dibuati olehi keduai belahi pihak.i Asasi konsensualismei munculi 

darii hukumi Romawii dani hukumi Jerman.27
i  

i  

c. Asasi Kepastiani Hukumi  

Asasi kepastiani hukumi ataui disebuti jugai dengani asasi pactai sunti servandai 

merupakani asasi yangi berhubungani dengani akibati perjanjian.i Asasi inii padai 

mulanyai dikenali dalami hukumi gereja.i Dalami hukumi gerejai itui disebutkani bahwai 

terjadinyai suatui perjanjiani bilai adai kesepakatani antari pihaki yangi melakukannyai 

dani dikuatkani dengani sumpah.i Namun,i dalami perkembangani selanjutnyai asasi 

                                                 
22 Muhammad Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian:Suatu Landasan Dalam Pembuatan 

Kontrak, Jurnal SUHUF, Vol 26, No.1, 2014, hlm. 51. 27 Ibid, hlm. 51.  
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pactai sunti servandai diberii artii sebagaii pactum,i yangi berartii sepakati tidaki perlui 

dikuatkani dengani sumpahi dani tindakani formalitasi lainnya.23
i  

i  

d. Asasi Itikadi Baiki  

Asasi itikadi baiki tercantumi dalami Pasali 1338i ayati (3)i KUHPdt,i dijelaskani bahwai 

“Perjanjiani harusi dilaksanakani dengani itikadi baik”.i Asasi inii merupakani asasi 

bahwai parai pihak,i yaitui pihaki kredituri dani debituri harusi melaksanakani substansii 

kontraki berdasarkani kepercayaani ataui keyakinani yangi teguhi maupuni kemauani 

baiki darii parai pihak.i Itikadi baiki dalami pelaksanaannyai adalahi berartii kepatuhan.i 

Penilaiani terhadapi suatui pihaki dalami hali melaksanakani apai yangi telahi dijanjikani 

dani bertujuani untuki mencegahi yangi tidaki patuti dani sewenang-wenangi darii salahi 

satui pihak.24
i  

i  

e. Asasi Kepribadiani  

Asasi kepribadiani merupakani asasi yangi menentukani bahwai seseorangi yangi akani 

menentukani bahwai seseorangi yangi akani melakukani ataui membuati kontraki hanyai 

untuki kepentingani perseorangani saja.i Pasali 1315i KUHPdti menjelaskani bawai 

“Padai umumnyai seseorangi tidaki dapati mengadakani perikatani ataui perjanjiani 

selaini untuki dirinyai sendiri.”i Ketentuani inii sudahi jelasi bahwai untuki mengadakani 

suatui perjanjian,i orangi tersebuti harusi untuki kepentingani dirinyai sendiri.i Pasali 

1340i KUHPdti menjelaskani bahwai “Perjanjiani hanyai berlakui antarai pihaki yangi  

membuatnya.”i Hali inii mengandungi maksudi bahwai perjanjiani yangi dibuati olehi 

parai pihaki hanyai berlakui bagii merekai yangi membuatnya.i Namuni demikian,i 

ketentuani itui terdapati pengecualiannyai sebagaimanai dalami Pasali 1317i KUHPdti 

yangi menyatakani bahwai “Dapati pulai perjanjiani diadakani untuki kepentingani pihaki 

ketiga,i bilai suatui perjanjiani yangi dibuati untuki dirii sendiri,i ataui suatui pemberiani 

kepadai orangi lain,i mengandungi suatui syarati semacami itu.”i Pasali inii 

mengkonstruksikani bahwai seseorangi dapati mengadakani perjanjiani /i kontraki untuki 

kepentingani pihaki ketiga,i dengani adanyai suatui syarati yangi ditentukan.30
i  

 

 

 

                                                 
23 Ibid, hlm. 52.  
24 Ibid, hlm. 52-53. 30 

Ibid, hlm. 53.  
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D.i Kontraki Elektroniki (E-Contract)i  

1.i Pengertiani Kontraki Elektroniki  

Pasali 1i angkai 17i Undang-Undangi Republiki Indonesiai No.i 11i Tahuni 2008i jo.i 

Undang-undangi No.i 19i Tahuni 2016i dani Pasali 1i angkai 17i Peraturani Pemerintahi 

No.71i Tahuni 2019i turuti dijelaskani pengertiani kontraki elektroniki adalahi suatui 

perjanjiani antarai pihaki yangi dilakukani dengani menggunakani mediai elektronik,i 

khususnyai dengani jaringani internet.i Dalami suatui kontraki selalui melibatkani pihaki 

yangi melakukani penawarani selanjutnyai selalui diikutii dengani penerimaan. 25
i 

Secarai umumi kontraki elektroniki berbedai sekalii dengani bentuki kontraki biasai 

(konvensional),i olehi karenanyai akani sangati suliti untuki diterapkani secarai langsungi 

syarat-syarati terjadinyai kontraki biasai padai kontraki elektronik.26
i  

i  
2.i Syarati Sahi Kontraki Elektroniki  

Syarati sahi kontraki elektroniki dilakukani olehi subjeki hukumi yangi berwenangi i 

sesuaii dengani ketentuani perundang-undangani yangi berlakui dani objeki transaksii 

tidaki bolehi bertentangani dengani peraturani perundang-undangan,i ketertibani 

umum,i dani kesusilaan.i Syarati sahi pembentukani kontraki elektroniki dibagii menjadii 

lima,i yaitu:27
i i  

a. Offeri  

b. Acceptancei  

c. Persyaratani tertulisi dani tandai tangani  

d. Kecakapani dani kewenangani melakukani transaksii  

e. Konsiderasii  

i  
3.i Bentuki Kesepakatani Kontraki Elektroniki  

Kesepakatani merupakani pernyataani kehendaki semuai pihaki yangi dibentuki olehi 

duai hal,i yaitui penawarani dani penerimaan.i Kesepakatani adalahi satui hali diantarai 

empati hali syarati terciptanyai perjanjian.i Kesepakatani padai kontraki elektroniki 

dimulaii dengani adanyai penawarani olehi suatui pihaki dani penerimaani olehi pihaki 

lain.28
i  

i  

                                                 
25 Yusep Mulyana, Op. Cit., hlm. 9.  
26 Ibid., hlm. 10.  
27 David Herianto Sinaga, I wayan Wiryawan, Keabsahan Kontrak Elektronik (e-contract) dalam 

Perjanjian Bisnis, unud.ac.id, 2020, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.  
28 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Penerbit Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009, hlm. 67.  
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Padai prinsipnyai katai sepakati terjadii ketikai adai kesesuaiani antarai penawarani dani 

penerimaan.i Dii dalami kontraki elektronik,i parai pihaki dalami prosesi penawarani dani 

penerimani tidaki dilakukani secarai fisik,i tidaki salingi bertemu,i bahkani dapati 

dilakukani lintasi negara.i Penentuani waktui terciptanyai kontraki dii dalami sebuahi 

kesepakatani secarai elektroniki dapati terjadinyai penyesuaiani pernyataani 

kehendak.29
i  

i  
Pasali 20i Ayati (1)i UUi No.i 11i Tahuni 2008i jo.i UUi No.i 19i Tahuni 2016i dijelaskani 

bahwai “…Transaksii elektroniki terjadii padai saati penawarani transaksii yangi dikirimi 

pengirimi telahi diterimai dani disetujuii penerima”.i Pasali tersebuti mengaturi tentangi 

kapani terjadinyai kesepakatani dalami kontraki elektronik.i Transaksii elektroniki 

terjadii padai saati penawarani transaksii yangi dikirimi olehi pengirimi telahi diterimai 

dani disetujuii olehi penerima.i Persetujuani atasi penawarani transaksii yangi dimaksudi 

harusi dilakukani dengani pernyataani penerimaani secarai elektroniki padai saati 

penawarani transaksii dikirimi olehi pihaki pengirimi telahi disetujuii olehi pihaki 

penerima.i  

i  
i  

E.i Tinjauani Umumi Tentangi Pelindungani Datai Pribadii  

1.i Datai Pribadii  

Datai adalahi keterangani yangi benari dani nyatai sehinggai dapati dijadikani dasari suatui 

kajian.i Pribadii mempunyaii sebuahi artii yaitui manusiai sebagaii perorangan.i Dengani 

begitu,i dapati disimpulkani bahwai datai pribadii merupakani keterangani benari dani 

nyatai yangi dimilikii olehi manusiai sebagaii perorangan.i Dalami Pasali 1i 

UndangUndangi No.i 27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai Pribadii dijelaskani 

bahwai “Datai pribadii adalahi datai tentangi orangi perseorangani yangi teridentifikasii 

ataui dapati diidentifikasii secarai tersendirii ataui dikombinasii dengani informasii 

lainnyai baiki secarai langsungi maupuni tidaki langsungi melaluii sistemi elektroniki 

ataui nonelektronik”.i Dii dalami Babi IIIi Pasali 4i Ayati (1)i undang-undangi 

Pelindungani Datai Pribadii sendirii dijelaskani jenisi datai pribadii dibagii menjadii dua,i 

yaitui :i  

a. Datai pribadii bersifati spesifiki  

b. Datai pribadii bersifati umumi  

                                                 
29 Muthiah Nasya Fajri, Kontrak Elektronik (E-Contract) Pada Layanan Financial Technology 

Berbasis Peer to Peer Lending, 2021, diakses tanggal 28 Mei 2023.  
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i  
Datai pribadii yangi bersifati spesifiki adalahi datai yangi meliputii kesehatani seseorang,i 

datai genetika,i dani datai biometriki lainnya.i Sedangkan,i datai pribadii yangi bersifati 

umumi terdirii darii namai lengkap,i jenisi kelamin,i kewarganegaraan,i agama,i ataui 

jugai datai yangi dapati mengidentifikasii kepribadiani seseorang.i Hali inii dapati 

dijelaskani dalami Pasali 4i Undang-Undangi No.i 27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani 

Datai  

Pribadi.i  

i  
2).i Upayai Pelindungani Datai Pribadii  

Pelindungani hukumi adalahi segalai upayai pemenuhani haki dani pemberiani bantuani 

untuki menciptakani rasai amani kepadai masyarakat,i pelindungani hukumi kepadai 

masyarakati yangi dapati diwujudkani dalami berbagaii bentuk,i yaitui pemberiani 

restitusi,i kompensassi,i pelayanani medis,i dani bantuani hukum.30
i  

i  

Pelindungani hukumi itui sendirii diberikani kepadai subjeki hukumi kei dalami bentuki 

preventifi maupuni represif,i baiki secarai tertulisi maupuni lisan.i Dapati dijelaskani 

bahwai pelindungani hukumi memilikii konsepi bahwai hukumi memberikani suatui 

keadilan,i kepastian,i ketertiban,i memilikii manfaat,i sertai menciptakani kedamaian.i  

i  

Apabilai membahasi dasari hukumi darii pelindungani datai pribadii sendiri,i secarai 

umumi pelindungani datai pribadii sudahi terterai dii dalami Undang-Undangi No.i 11i 

Tahuni 2008i tentangi Informasii dani Transaksii Elektroniki yangi kemudiani diubahi kei 

dalami Undang-Undangi No.i 19i Tahuni 2016.i Padai tahuni 2022,i pemerintahi resmii 

memberlakukani yangi sebelumnyai merupakani rancangani undang-undangi kinii sahi 

telahi menjadii Undang-Undangi No.i 27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai 

Pribadi.i Pelindungani datai pribadii merupakani salahi satui haki asasii manusiai yangi 

merupakani bagiani darii pelindungani dirii pribadi.i Pelindungani dirii pribadii inii 

tercantumi dalami Pasali 28Gi Ayati (1)i UUDi 1945i bahwai “Setiapi orangi berhaki atasi 

pelindungani dirii pribadi,i keluarga,i kehormatan,i martabat,i dani hartai bendai yangi dii 

bawahi kekuasaannya,i sertai berhaki atasi rasai amani dani pelindungani darii ancamani 

ketakutani untuki berbuati ataui tidaki berbuati sesuatui yangi merupakani haki asasi”.i  

i  
Pelindungani datai pribadii merupakani tanggungi jawabi semuai pihak,i baiki pemiliki 

datai maupuni pengelolai data.i Pengelolai datai memilikii kewajibani dalami melakukani 

                                                 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 133.  
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pelidungani terhadapi yangi dikelolanya.i Pemiliki datai jugai diharapkani memilikii 

pengetahuani dani kesadarani untuki berperani sertai aktifi dalami pelaksanaani 

pelindungani datai pribadi.31
i  

i  
i  
i  

 

i  

                                                 
31 Rofiatul Marfuah, Pusintek Ingatkan Pentingnya Pelindungan Data Pribadi. Pusintek 

Kementrian Keuangan RI, 2021, diakses tanggal 28 Mei 2023.  



 

 

i  

i  
i  

III.i METODEi PENELITIANi  

i  

Metodei bilai diartikani secarai etimologii adalahi jalani ataui carai melakukani sesuatu.i 

Sedangkan,i bilai diartikani menuruti istilah,i metodei merupakani titiki awali menujui 

proposisii akhiri dalami bidangi pengetahuani tertentu.3233
i Metodei digunakani untuki 

melaksanakani suatui pekerjaani agari tercapaii sesuaii dengani yangi dikehendakii carai 

kerjai yangi bersistemi untuki memudahkani pelaksanaani suatui kegiatani gunai 

mencapaii tujuani yangi ditentukan.i Metodei ilmiahi merupakani suatui prosesi yangi 

sangati beraturan yang memerlukan sejumlah pengenalan dan pengidentifikasian 

masalah, pengumpulan data, dan analisis data.34 Penelitian merupakan kegiatan 

bermakna untuk menggali dan mengkaji informasi agar mendapatkan kebenaran 

hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.40   

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu 

studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran pembentukan rumusan 

masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dari persepsi 

penelitian terdahulu sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya 

membentuk suatu kesimpulan.  

  

A.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis merupakan penelitian 

yuridisnormatif. Penelitian yuridis-normatif adalah dimana hukum dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undagan. Pokok kajiannya 

adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam 

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orangi sehinggai penelitiani inii 

                                                 
32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.  
33 .  
34 I Gede AB Wiranata, Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penelitian, Anugrah Utama Rahaja, 

Bandar Lampung, 2018, hlm. 7. 40 Ibid., hlm. 38.  
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berfokusi padai inventarisasii hukumi positif,i asas-asas,i doktrini hukum,i sistematiki 

hukum,i tarafi sinkronisasi,i perbandingani hukum,i dani sejarahi hukum.3536
i  

Penelitiani normatifi adalahi penelitiani yangi dilakukani dengani carai mengkajii 

peraturani perundang-undangani yangi berlakui ataui diterapkani terhadapi suatui isui 

hukumi tertentu.i Objeki kajiani penelitiani normatifi adalahi dokumeni peraturani 

perundang-undangani dani bahani pustaka.i Dalami penelitiani normatifi ini,i penulisi 

melakukani penelitiani hukumi yangi dilakukani dengani carai mempelajarii peraturani 

hukumi tentangi tandai tangani digitali sebagaii upayai pelindungani datai pribadi.i  

Alasani penulisi menggunakani metodei inii agari lebihi mudahi dalami menyajikani datai 

secarai langsungi yangi diperolehi darii sumber-sumberi pustakai dani dokumeni yangi 

terkaiti dengani peraturani hukumi yangi dikaji.i  

i  

B.i i Tipei Penelitiani  

Berdasarkani permasalahani padai pokoki bahasani yangi telahi diuraikani dii atas,i makai 

tipei penelitiani inii menggunakani tipei penelitiani deskriptif-analitis.i Penelitiani 

deskriptif-analitisi adalahi penelitiani yangi dilakukani untuki menyajikani gambarani 

lengkapi mengenaii fenomenai hukumi ataui kenyataani sosial,i dengani jalani 

mendeskripsikani karakteristiki darii fakta-faktai yangi berkenaani dengani yangi ingini 

diteliti. 37
i Padai penelitiani ini,i penelitii akani mengkajii penerapani tandai tangani 

digitali dalami penggunaani datai pribadii perspektifi pelindungani datai pribadi.i  

i  

C.i i Metodei Pendekatani Masalahi  

Pendekatani masalahi merupakani prosesi pemecahani ataui penyelesaiani masalahi 

melaluii tahap-tahapi yangi telahi ditentukani sehinggai mencapaii tujuani penelitian.i 

Dalami penelitiani ini,i yangi digunakani adalahi kajiani kepustakaani dani dokumeni 

ataui datai sekunder,i yangi mungkini mencakupi bahani hukumi primer,i sekunder,i dani 

                                                 
35 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.  
36 .  
37 Ibid, hlm. 50.  
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tersier. 38
i Dengani katai lain,i menggunakani metodei pendekatani perundang-

undangani (statutei approach).i Statutei approachi adalahi penelitiani yangi dilakukani 

dengani carai mengkajii peraturani perundang-undangani yangi berlakui ataui 

diterapkani terhadapi suatui permasalahani hukumi tertentu.i  

i  

D.i i Jenisi dani Sumberi Datai  

Sumberi datai adalahi sesuatui yangi sangati pentingi dalami penelitian.i Sumberi datai 

dalami penelitiani berartii subjeki darii manai suatui datai diperoleh.44
i Padai penelitiani 

inii menggunakani datai sekunder.i Datai sekunderi mencakupi dokumen-dokumeni 

resmi,i buku-buku,i hasili penelitiani berbentuki laporan,i bukui harian,i dani seterusnya.i 

Dalami penelitiani hukum,i datai sekunderi mencakupi :i  

1. Bahani Hukumi Primeri  

Bahani hukumi primeri adalahi semuai aturani hukumi yangi dibentuki ataui 

dibuati secarai resmii olehi suatui lembagai negara,i lembaga,i ataui badani i 

pemerintahani yangi untuki penegakannyai diupayakani berdasarkani dayai 

paksai yangi dilakukani secarai resmii olehi aparati negara.i Bahani hukumi 

primeri yangi berkaitani dengani penelitiani inii adalahi Undang-Undangi Dasari 

Tahuni 1945,i Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2008i jo.i Undang-Undangi 

Nomori  

19i Tahuni 2016i tentangi Informasii dani Transaksii Elektronik,i 

UndangUndangi Nomori 27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai Pribadi,i 

dani Peraturani Pemerintahi Nomori 71i Tahuni 2019i tentangi Penyelenggaraani 

Sistemi dani Transaksii Elektronik.i  

2. Bahani Hukumi Sekunderi  

Bahani hukumi sekunderi adalahi seluruhi informasii tentangi hukumi yangi 

berlakui ataui yangi pernahi berlakui ataui semuai informasii yangi relevani 

dengani permasalahani hukum.i Jadi,i bahani hukumi sekunderi adalahi hasili 

kegiatani teoretisi akademisi yangi mengimbangii kegiatan-kegiatani praktiki 

                                                 
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1982, hlm. 43. 
44 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 60.  
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legislatifi termasuki jugai praktiki yudisial. 39
i Bahani hukumi sekunderi 

dilampirkani dengani tujuani sebagaii bahani dukungi gunai membantui dani 

memahami,i menganalisis,i dani menjelaskani bahani hukumi primer.i Bahani 

hukumi sekunderi yangi digunakani dalami penelitiani inii bersumberi darii 

bahan-bahani kepustakaan,i buku-bukui literaturi hukum,i jurnal,i dani 

makalahi yangi adai kaitannyai dengani penelitiani ini.i  

i  
3. Bahani Hukumi Tersieri  

Bahani hukumi tersieri adalahi bahani hukumi yangi digunakani untuki 

menjelaskani lebihi rincii terhadapi bahani hukumi primeri maupuni bahani 

hukumi sekunderi sepertii Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i artikel-artikeli 

ilmiah,i dani bahani bahani lainnyai yangi berkaitani dengani masalahi yangi 

akani dibahasi padai penelitiani ini.46
i  

i  

E.i Metodei Pengumpulani Datai  

Penelitiani inii menggunakani metodei yuridisi normatifi yaitui penelitiani 

menggunakani kajiani kepustakaani ataui dokumeni yangi dalami hali inii berkaitani 

dengani tandai tangani digitali sebagaii upayai pelindungani datai pribadi.i Berkaitani 

dengani hali tersebut,i penulisi menggunakani tekniki studii pustakai dani studii dokumeni 

dalami rangkai pengumpulani datai sehinggai didapatkani datai yangi akani diolah.i  

Studii dokumeni adalahi metodei pengumpulani datai yangi tidaki ditujukani langsungi 

kepadai subjeki penelitian.i Studii dokumeni adalahi jenisi pengumpulani datai yangi 

menelitii berbagaii macami dokumeni yangi bergunai untuki bahani analisis.i  

i  

F.i i Metodei Pengolahani Datai  

Berdasarkani datai yangi telahi dikumpulkani kemudiani diolahi agari terciptanyai hasili 

penelitiani yangi sesuaii dengani pokoki masalahi yangi akani dii pecahkan.i Pengolahani 

datai padai penelitiani inii terdirii darii :i a.i Seleksii Datai  

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  

dani HUMA,i Jakarta,i 2002,i hlm.i 155.i  
46

i Abdulkadiri Muhammad,i Op.i Cit.,i hlm.i 112.i  

                                                 

39 Soetanto Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya), ELSAM  
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Seleksii datai dikenali jugai dengani sebutani editingi adalahi sebuahi tahapani awali 

ketikai datai ingini diolahi yaitui memeriksai dengani telitii berdasarkani permasalahani 

sudahi terkumpuli untuki kemudiani didapatkani datai sesuaii permasalahani yangi ingini 

diteliti.i  

c.i Penyusunani Datai  

Penyusunani datai adalahi kegiatani penyusunani datai yangi memilikii hubungani satui 

samai laini dani satui kesatuani dalami bentuki terpadui padai subtopiki yangi telahi 

ditetapkani untuki memudahkani interpretasii padai data.i  

i  

G.i i Analisisi Datai  

Padai tahapi selanjutnyai datai yangi telahi tersusuni lalui dianalisisi dengani 

menggunakani analisisi kualitatif,i yaitui analisisi yangi dilakukani dengani carai 

merekontruksii ataui menginterpretasikani datai dalami bentuki kalimati yangi 

sistematisi dani dalami bahasai yangi efektifi dengani menghubungkani datai tersebuti 

menuruti pokoki bahasani yangi telahi ditetapkan,i sehinggai diperolehi gambarani yangi 

jelasi untuki menjawabi permasalahani dani mengambili suatui kesimpulan.i  

i  

i  

i  

i  
i  i   
i  

yangi adai padai penelitian.i 

b.i Klasifikasii Datai  

Klasifikasii datai adalahi kegiatani memetakani dani mengelompokkani data-datai yangi 
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i  
i  
i  
i  
i  
i  
i  

V.i PENUTUPi  
i  

A.i Simpulani i  

Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani yangi telahi dilakukani dani 

diuraikani penulis,i makai dapati disimpulkani bahwa:i  

1.i Pengaturani hukumi mengenaii penerapani tandai tangani digitali sebagaii upayai 

pelindungani datai pribadii dii Indonesiai sudahi diaturi melaluii Undang-

Undangi Nomori 11i Tahuni 2008i tentangi Informasii dani Transaksii Elektroniki 

jo.i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2016i tentangi Informasii dani 

Transaksii elektronik,i Undang-Undangi Nomori 27i Tahuni 2022i tentangi 

Pelindungani Datai Pribadii dani Peraturani Pemerintahi Nomori 71i Tahuni 2019i 

tentangi Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii Elektronik.i Kemudiani 

terkaiti pembuatani dani prosesi pembuatani tandai tangani digitali (digitali 

signature)i yangi merupakani bagiani darii tandai tangani elektroniki (e-sign)i 

sudahi diaturi melaluii Peraturani Pemerintahi PSTEi Noi 71i tahuni 2019i tentangi  

Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii Elektroniki dani Peraturani Menterii  

Kominfoi Noi 11i Tahuni 2022i tentangi Tatai Kelolai Penyelenggaraani  

Sertifikasii Elektronik.i Pelindungani datai pribadii dengani tandai tangani 

digitali yangi telahi tersertifikasii memberikani keabsahani sebagaii privati keyi 

dani akhirnyai memilikii kekuatani hukumi yangi sah,i legali dalami melakukani 

hubungani perdatai sebagaii subyeki hukumi dii erai digital.i  

i  

Berdasarkani penjelasani diatas,i bahwai adai banyaki sekalii perbedaani 

penjelasani darii masing-masingi peraturani yangi sudahi ada.i Terdapati adai 

yangi menjelaskani definisii darii tandai tangani digital,i konsepi kerjai darii tandai 

tangani digital,i mekanismei pengelolaani datai olehi sistemi tandai tangani 

digital,i bentuki pelindungani hukumi kepadai penggunai tandai tangani digitali 

olehi negara,i dani kaitani salahi satui carai upayai sebagaii pelindungani datai 

pribadi.i  

i  
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2.i Potensii hambatani dalami perkembangani tandai tangani diigitali dii Indonesiai 

terletaki padai masalahi dani isui kebocorani datai pribadi,i keabsahani dalami 

berkontraki hinggai legalitasi tandai tangani digitali sebagaii buktii dii pengadilani 

ketikai terjadii sengketa.i Namun,i dengani lahirnyai Undang-Undangi Nomori 

27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai Pribadii memberikani jaminani 

bagii pengendalii datai pribadii untuki merasai amani dalami melakukani 

kegiatani hukumi yangi dijamini pelindungannyai olehi undang-undangi selamai 

pengendalii datai pribadii mengikutii prosedurali sesuaii dengani 

UndangUndangi Nomori 27i Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai Pribadii 

dani melakukani sertifikasii tandai tangani digitali dengani lembagai yangi 

dijamini olehi pemerintahi sesuaii dengani Peraturani Pemerintahi PSTEi Noi 71i 

Tahuni 2019i tentangi Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii Elektroniki dani 

Peraturani Menterii Kominfoi Noi 11i Tahuni 2022i tentangi Tatai Kelolai 

Penyelenggaraani Sertifikasii Elektronik.i  

i  
i  

B.i Sarani  

Berdasarkani kesimpulani dii atasi dalami hali inii penulisi memberikani sarani 

sebagaii berikuti :i  

1. Kepadai Pemerintahi Republiki Indonesiai agari dapati menyelaraskani 

peraturani baiki darii undang-undangi hinggai peraturani menterii terkaiti 

dengani sistemi yangi berupayai sebagaii bentuki pelindungani datai pribadi,i 

dikarenakani darii setiapi peraturani yangi sudahi adai hanyai menjelaskani 

komponen-komponeni tersebuti secarai terpisahi sehinggai bagii masyarakati 

masihi suliti untuki mencarii titiki temui atasi upayai pelindungani datai 

pribadi.i  

2. Kepadai Pemerintahi Republiki Indonesiai melaluii Kementeriani 

Komunikasii dani Informatikai Republiki Indonesiai (KOMINFO)i perlui 

untuki melakukani sosialisasii tentangi penggunaani tandai tangani digitali 

sebagaii datai privatei keyi baiki darii sisii peraturani perundang-undangani 

diantaranyai Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2008i tentangi Informasii 

dani Transaksii Elektroniki jo.i Undang-Undangi Nomori 19i Tahuni 2016i 

tentangi Informasii dani Transaksii elektronik,i Undang-Undangi Nomori 27i 

Tahuni 2022i tentangi Pelindungani Datai pribadi,i dani Peraturani 

Pemerintahi  
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Nomori 71i Tahuni 2019i tentangi Penyelenggaraani Sistemi dani Transaksii 

Elektronik,i  

3. Kepadai Pemerintahi Republiki Indonesiai melaluii Kementeriani 

Komunikasii dani Informatikai Republiki Indonesiai untuki mengkajii 

kembalii sistemi keamanani dani meningkatkani pelindungani dalami 

penyimpanani data-datai masyarakati sehinggai dapati mencegahi pencuriani 

datai pribadii olehi pihaki yangi tidaki bertanggungi jawab.i i  

4. Kepadai masyarakati untuki terusi mengikutii isui sertai masalahi terkaiti datai 

pribadii dalami transformasii digitali baiki dii dalami negerii maupuni luari 

negerii dalami ranahi tandai tangani digitali (digitali signature)i i agari lebihi 

pedulii lagii terhadapi upaya-upayai kejahatani yaitui salahi satunyai berupai 

pencuriani datai pribadi.i  

i  
i  
i  
i  
i  
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